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Nurul Ilmi (B 121 13 336). Tinjauan Yuridis tetang Pengawasan 
Pelaksanaan Izin Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Tana Toraja 
dibimbing oleh Achmad Ruslan dan Muh. Hasrul. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami 
pengawasan pelaksanaan izin tempat hiburan malam yang dilakukan 
pemerintah Kabupaten Tana Toraja serta faktor-faktor penghambat dalam 
izin tempat hiburan malam tersebut.  
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tana Toraja dengan objek 
penelitian adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tana 
Toraja, Satuan Polisi PamongPraja dan Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu yang bertanggung jawab dalam pemberian izin dan 
dalam proses pengawasan usaha hiburan malam yang beroperasi di 
KabupatenTana Toraja. Penelitian ini di lakukan dengan melakukan 
wawancara langsung dengan narasumber pada lokasi penelitian yang 
kompeten dan relevan dengan topik penelitian lalu melakukan observasi 
terhadap penyelenggaraan  usaha hiburan malam. Pendekatan yang 
dilakukan adalah desriptif analisis dengan mengurau,menjelaskan, dan 
mengambarkan sesuai dengan permasalahan dari hasil penelitian. 
Hasil penelitian ini menunjukkan 1)Pengawasan izin tempat hiburan 
malam di Kabupaten Tana Toraja sudah berjalan cukup baik dimana untuk 
mendapatkan izin usaha hiburan malam atau cafe-cafe mengaharuskan 
memiliki izin yang awalnya di terbitkan di Dinas Pariwisata Kabupaten 
Tana Toraja dan pada saat ini mengharuskan memiliki izin yang di 
keluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kabupaten 
Tana Toraja setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pariwisata Dan 
Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja . pengawasan terhadap 
penyelenggaraan usaha cafe-cafe atau hiburan malam dilakukan oleh 
dinas pariwisata itu sendiri dan dari Satpol PP Kabupaten Tana Toraja. 
Meskipun begitu, masih saja terdapat pelanggaran-pelanggaran dan pada 
saat ini susahnya untuk memperpanjang izin usaha. 2)Faktor-faktor 
penghambat dalam pengawasan pelaksanaan izin Tempat Hiburan Malam 
di Kabupaten Tana Toraja, yaitu : a.Tidak adanya peraturan daerah yang 
mengatur penyelenggaran usaha pariwisata , dalam hal ini usaha hiburan 
malam. b. Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dalam 
melakukan pengawasan c. Tidak adanya parsitipasi dari pemilik usaha.  
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A. LATAR BELAKANG 
Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu daerah yang berada di 
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.  Dilihat dari sektor wilayah, kabupaten 
Tana Toraja adalah salah satu daerah pariwisata yang  dapat diunggulkan, 
bukan hanya terkenal di provinsi atau Indonesia saja melainkan di 
mancanegara. Dengan demikian warga Toraja banyak mendapatkan 
pengaruh-pengaruh dari luar. Misalnya saja berubahnya kebutuhan dan cara 
pandang masyarakat Toraja dalam hal hiburan. Yang awalnya hanya 
berpendapat  bahwa hiburan itu dapat di dapatkan apabila berkumpul dengan 
teman-teman ataupun hanya melihat dari layar televisi saja, dan kemudian 
pada saat ini berubah pendapat bahwa hiburan itu di dapatkan di tempat 
yang semestinya misalnya tempat karaoke, billyard, diskotik dan lain-lain.  
Perubahan dan moderenisasi yang dijadikan sebagai tonggak awal 
kemajuan zaman telah memberikan pengaruh dan dampak pada berbagai 
aspek kehidupan dan kemanusiaan yang luar biasa pada abad ini. 
Modernisasi juga membawa dampak perubahan yang fundamental dalam 
berbagai bidang dan nilai kehidupan, yang tentunya akan memberi 




Sampai saat ini dengan berubahnya pola pikir dan gaya hidup di 
masyarakat Tana Toraja berdampak pula dengan berubahnya pandangan 
masyarakat toraja terhadap arti hiburan itu sendiri. Salah satu indikatornya 
adalah kebutuhan masyarakat Tana Toraja terhadap adanya media hiburan 
dan wisata yang dapat memberikan efek positif, tetapi saat ini petumbuhan 
tempat hiburan yang ada di Kabupaten Tana toraja tidak seperti yang ada di 
Kota Makassar yang memiliki banyak tempat hiburan.  
Hiburan yang bisa di dapatkan bagi masyarakat Tana Toraja adalah 
dengan adanya event-event tahunan, tetapi hal ini dirasakan masih kurang 
karena hanya di temui dalam satu kali satu tahun, contohnya acara Lovely 
Desember. Acara lovely Desember ini sendiri dibuat oleh pemerintah dengan 
tujuan membangkitkan semangat masyarakat untuk membangun pariwisata 
dan melastarikan budaya serta adat istiadat.1 Bukan hanya melestarikan 
budaya saja tetapi mendapatkan hiburan tersendiri karena event tersebut 
banyak menampilkan tarian-tarian adat dan kesenian-kesenian adat lainnya. 
Tempat hiburan di Tana Toraja tidak seperti di kota-kota besar. Di Tana 
Toraja hanya memiliki sedikit kafe-kafe. Tetapi yang paling sering ditemui 
adalah tempat hiburan-hiburan malam yang sebenarnya hanya orang-orang 
tertentu saja yang bisa merasakan, tempat hiburan yang di maksudkan 
adalah tempat-tempat hiburan yang hanya dioperasikan di  malam hari. 
                                                          
1 http://jelajahtoraja.blogspot.co.id/2014/05/lovely-desember-toraja_24.html,  diakses pada tanggal 
17 November jam 08.17 WITA 
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Tempat hiburan malam identik dengan hal-hal yang negatif misalnya adanya 
peredaran narkoba,seks bebas dan lain-lain. Hal itu di buktikan dengan 
adanya razia empat kafe sekaligus tempat hiburan malam di kabupaten Tana 
Toraja, mereka dari Laruna Cafe, Tepian Cafe Warung Ballo Siguntu, dan 
Cendana Cafe, sebanyak 72 pengunjung dan karyawati kafe dites urine dan 
dua di antara 72 yang terjaring razia dinyatakan positif narkoba dan 
diamankan BNNK Tana Toraja, selain itu diamankan dua pelayanan kafe usia 
di bawah umur dan tujuh lainnya tidak memiliki KTP.2 Maka dari itu 
kebutuhan masyarakat akan hiburan itu masih tidak terfasilitasi dengan baik. 
Bisnis hiburan malam ini sudah banyak beredar di masyarakat Tana 
Toraja hanya tidak terekspose dan pemerintah kabupaten Tana Toraja 
sendiri tidak menutup mata dengan pertumbuhan tempat hiburan malam ini. 
Meningkatnya   jumlah usaha tempat hiburan malam di kabupaten Tana 
Toraja selain sebagai media hiburan, ternyata memiliki efek negatif tersendiri 
bagi masyarakat. Pertumbuhan tempat hiburan malam berbanding lurus 
dengan banyaknya pelangaran-pelangaran atas penyelenggara tempat 
hiburan malam ini. Seperti pelanggaran izin usaha, penyelenggaraan usaha 
yang tidak sesuai izin bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki izin usaha. 
Hal tentu meresahkan banyak masyarakat dan mengganggu ketertiban 
masyarakat bahkan mengurangi pendapatan daerah. Untuk mengatasi 
                                                          
2 http://makassar.tribunnews/2016/05/31/pemkab-tana-toraja-razia-thm-di-makale-2-positif-
narkoba-2-pelayan-di-bawah-umur, diakses pada tanggal 20 November jam 19.10 WITA 
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masalah tersebut di harapkan agar pihak pemerintah aktif dalam 
menjalankan pengawasan izin tempat hiburan malam di kabupaten Tana 
Toraja. 
Sayangnya di Kabupaten Tana Toraja tidak memiliki peraturan daerah 
khusus mengenai izin tempat hiburan. Menurut kepala bagian hukum dan 
HAM kabupaten Tana Toraja bahwa sampai saat ini  tidak adanya aturan 
khusus mengenai aturan hiburan malam. Dengan demikian tidak adanya 
aturan untuk instansi-instansi manakah yang berperan penting dalam 
melaksanakan pengawasan izin tempat hiburan malam. Dengan demikian 
tidak adanya lagi pelanggaran dalam hal izin. Karena dengan adanya perda 
dapat mendapatkan aspek keamanan, ketertiban dan kesejahteraan. Dan 
diharapkan Usaha hiburan ataupun event-event tahunan tertentu ini bertujuan 
untuk memberikan sarana hiburan bagi masyarakat yang pada akhirnya 
dapat meningkatkan efektivitas kerja. 
Menjamurnya tempat hiburan malam di Kabupaten Tana Toraja bahkan 
tidak berefek positif bagi masyarakat Kabupaten Tana Toraja itu sendiri, 
karena lagi-lagi tempat hiburan yang tersedia hanyalah tempat hiburan yang 
membawa ke efek negatif, bahkan sebenarnya tidak pantas. Dan hal ini 
melanggar norma-norma yang ada di masyarakat sehingga masyarakat 
banyak yang merasa tidak nyaman dengan adanya tempat-tempat hiburan 
malam tersebut. Banyak jenis pelanggaran izin usaha yang terjadi bahkan 
ada yang tidak memiliki izin sama sekali. Karena di anggap pemerintah tidak 
5 
 
mengontrol pertumbuhan tempat usaha,  jadi para pemilik tempat usaha tidak 
perlu melakukan izin usaha ataupun memperpanjang izin usaha. Dengan 
demikian banyaknya pelanggaran yang timbul dan tidak sesuai dengan 
aturan-aturan yang ada.  
Salah satu penyalahgunaan izin usaha tempat hiburan yang di jumpai di 
Kabupaten Tana Toraja adalah penyelenggara cafe sekaligus tempat hiburan 
malam yang menjadi media prostitusi terselubung. Ini dapat di lihat di 
sekitaran jalan poros makale Rantepao yang berkedok sebagai kafe tetapi 
menjalankan prostiusi terselubung bahkan ada yang menyebutnya sebagai 
kafe reman-remang. Bukan hanya di satu tempat saja tetapi rumah-rumah 
makan yang sering di jumpai pada pagi hingga sore hari, pada malam hari 
berubah sebagai kafe remang-remang yang tidak jelas izin apa yang di 
gunakan karena pada siang hari hanya sebagai warung makan biasa saja, 
tetapi pada malam hari berubah. 
Jam operasional tempat hiburan juga masih tidak jelas di karenakan 
rata-rata tempat hiburan yang ada di kabupaten Tana Toraja berkedok 
sebagai kafe-kafe saja tetapi pada malam hari berubah menjadi tempat 
karoke dan lain-lain.  Bahkan kafe-kafe itupun hanya di buka pada malam 
hari saja. Dengan adanya seperti ini maka dalam pengawasan pelaksanaan 
perizinan tempat hiburan di Kabupaten Tana Toraja harus diperketat lagi agar 
tidak adanya cafe-cafe yang menjalankan tempat hiburan malam yang 
menjadi media protitusi terselubung dan media narkoba. Dan tidak adanya 
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jam khusus operasioanal yang jelas maka masyarakat  sekitar merasa sangat 
terganggu. 
Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengajukan judul penelitian 
menyangkut masalah ini yaitu : “Tinjauan Yuridis Tentang Pengawasan 
Pelaksanaan  izin Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Tana Toraja.” 
B. Rumusan Masalah 
Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan 
di bahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka perumusan 
masalah yang di ajukan adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengawasan pemegang izin tempat hiburan malam di 
Kabupaten Tana Toraja ? 
2. Apa faktor-faktor penghambat dalam pengawaasan pemegang izin 
tempat hiburan malam di Kabupaten Tana Toraja ? 
C. Tujuan penelitian 
1. Untuk mengetahui pengawasan pelaksanaan izin tempat hiburan malam 
di Kabupaten Tana Toraja. 
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor penghambat dalam pengawasan  
pelaksanaan izin tempat Hiburan malam di Kabupaten Tana Toraja. 
D. Manfaat Penelitian 
Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfat yang 
diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang di teliti. Manfaat yang diharapkan 
diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Manfaat Akademis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan 
bagi kalangan akademisi di bidang hukum mengenai pengawasan 
pelaksaan izin usaha tempat hiburan. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah 
Kabupaten Tana Toraja dalam upaya meningkatkan good govermance 














A. Kewenangan Pemerintah 
1. Asas Legalitas dan Wewenang Pemerintah 
a. Asas legalitas 
Asas legalitas merupakan salah satu prinsip yang dijadikan sebagai 
dasar dalam setiop penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap 
negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem 
kontinental. Kemudian asas legalitas ini di gunakan dalam bidang Hukum 
Administrasi Negara yang memiliki makna , “Det het bestuur aan de wet is 
onderworpen” (bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang) atau ”Het 
legaliteitsbeginsel houdt in dat alle (algemene) de burgers bindende 
bepalingen op de wet moeten berusten” (asas legalitas menentukan bahwa 
semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada 
undang-undang).3 
H. D. Stout, dengan mengutip pendapat Verhey, mengemukakan bahwa 
hetbeginsel van wetmatigheid van bestuur mengandung tiga aspek yakni 
aspek negatif, aspen formal-positif, dan aspek materil-positif. Aspek negatif 
menentukan bahwa tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan 
undang-undang. Aspek formal-positif menentukan bahwa pemerintah hanya 
                                                          
3 Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta edisi revisi 
2014, hal 90-91 
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memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan 
undang-undang. Aspek materil-positif menetukan bahwa undang-undang 
memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan.4 
Secara historis, asas pemerintahan berdasarkan undang-undang itu 
berasal dari pemikiran hukum abad ke-19 yang berjalan seiring berjalan 
dengan keberadaan negara hukum klasik atau negara hukum liberal dan 
dikuasai oleh berkembangnya pemikiran hukum legalistik-positivistik, 
terutama pengaruh aliran hukum legisme yang menganggap hukum hanya 
apa yang tertulis dalam undang-undang.  
Secara normatif prinsip bahwa setiap tindalan pemerintah harus 
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada 
kewenangan ini memang dianut di setiap negara hukum, namun dalam 
praktiknya penerapan prinsip ini berbeda antara satu negara degan negara 
lain. 
Penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan pada asas legalitas, 
yang berarti didasarkan undang-undang, dalam praktiknya tidak memadai 
apalagi di tengah masyarakat yang memiliki tingkat dinamika yang tinggi. Hal 
ini karena hukum tertulis senantiasa mengandung kelemahan-kelemahan. 
 
                                                          
4 Ibid, hal. 92. 
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Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaran 
pemerintah yaitu : evektivitas, artinya kegiatannya harus mengenai sasaran 
yang telah di tetapkan;5 
1. Legitimasi, artinya kegiatan administrasi negara jangan ampai 
menimbulkan heboh oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat 
setempat atau lingkungan yang bersangkutan; 
2. Yuridikitas, adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para 
pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukumdalam arti 
luas; 
3. Legalitas,  syarat yang menyatakan bahwa perbuatan atau keputusan 
administrasi negara yang tidak boleh di lakukan tanpa dasar undang-
undang (tertulis) dalam arti luas; bila sesuatu dijalankan dengan 
keadaan darurat, maka kedaduratan itu wajib di buktikan kemudian; jika 
kemudian tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapayt digugat di 
pengadilan; 
4. Moralitas, salah satu syarat yang paling diperhatikan oleh masyarakat; 
moral dan etnik umum maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi; 
perbuatan tidak senonoh, sikap kasar, kurang ajar, tidak sopan, kata-
kata yang tidak pantas, dan sebagainya wajib dihindarkan; 
5. Efisiensi, wajib dikejar seoptimal mungkin, kehematan biaya dan 
produktivitas wajib diusahan setinggi-tingginya; 
                                                          
5 Prajudi Atmosudirdjo. Sistem Penyelenggaraan pemerintah. Gramedia. Surabaya. 2010. Hal 96-97 
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6. Teknik dan Teknologi, yang setinggi-tingginya wajib dipakai untuk 
mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-
baiknya. 
b. Wewenang Pemerintah 
 Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah wermatigheid van 
bestuur atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik daalam 
menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan 
pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.6 
2. Sumber dan cara memperoleh kewenangan 
Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka 
berdasarkan prinsip inintersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari 
peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah 
adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik kewenangan yang 
bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut melalui tiga cara 
yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.7 
Mengenai atribusi, delegasi dan mandat ini H.D. van Wijk/Willem 
Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut :8 
                                                          
6 Adrian Sutedi, hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta:Sinar Grafika, 2015. Hal 179 
7 Ridwan HR. Op, Cit, Hal. 101 
8 W.F. Prins & Kosim Adisoeputra. Pengontrol Ilmu Hukum Administrasi Negara. Pradnya Paramita. 
Jakarta. 1982, Hal 102. 
12 
 
a. Attributie : atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh 
pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. 
b. Delegatie : delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan 
dari satu organ pemerintahan kepda organ pemerintahan lainnya. 
c. Mandat : mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan 
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. 
B. Pengawasan  
1. Pengertian pengawasan 
Mengenai definisi pengawasan dari segi tata bahasa , istilah 
pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah awas sehingga 
pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja, dalam arti melihat 
sesuatu dengan seksam. Dalam memberikan defnisi atau batasan tentang 
pengawasan tidaklah mudah. Menurut S.P.Siagian, pengawasan merupakan 
proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk 
menjamin agar semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang 
telah ditentukan kegiatan manajer yang mengusahakan agar semua 
pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang ditentukan 
sebelumnya.9 
2. Macam-macam pengawasan  
Adapun macam-macam pengawasan berdasrkan sifatnya yakni : 
                                                          
9 Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, 1993, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan 
Aparatur Pemerintah, PT.RINEKA CIPTA, Jakarta. Hal.17 
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a. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung 
a) Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan 
secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan 
mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri ditempat 
pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung 
pula dari pelaksanaan, hal ini dilakukan dengan inspeksi. 
b) Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari 
laporan-laporan yang diterima dari pelaksanaan baik lisan 
maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat 
dan sebagainya. 
b. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Repesif  
a) Pengawasan Preventif dilakukan melalui preaudit sebelum 
pekerjaan dimulai misalnya dengan mengadakan 
pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, 
rencana anggaran,rencana penggunaan tenaga dan sumber-
sumber lain. 
b) Pengawasan Represif dilakukan melalui post-audit, dengan 
pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), 
meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya. 
c. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern 
a) Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh 
aparat dalam organisasi itu sendiri. 
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b) Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan 
oleh aparat diluar organisasi itu sendiri. 10 
Dari berbagai definisi dan macam-macam pengawasan dapat 
disimpulkan bahwa pengawasan pada prinsipnya sangat penting dan 
berpengaruh besar dalam jalannya suatu organisasi atau pemerintah, apa 
lagi untuk suatu negara yang sedang berkembang atau membangun.  
3. Maksud dan Tujuan Pengawasan 
Adapun maksud pengawasan menurut Leonard D.White bahwa untuk 
menjamin kekuasaan tu digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mndapat 
dukungan serta persetujuan dari rakyat, untuk melindungi hak asasi manusia 
yang telah dijamin oleh undang-undang dari pada tindakan penyalahgunaan 
kekuasaan, di sisi lain menurut Arifin Abdul Racman maksud pengawasan 
adalah : 
a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan 
rencana yang telah ditetapkan. 
b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai 
dengan instruksi serta prinsip-prinsipyang telah ditetapkan. 
c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-
kesulitan dan kegagalannya-kegagalannya, sehingga dapat 
                                                          
10 Victor M. Situmorang, op.cit, hal.27-29 
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diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah 
pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah. 
d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efesien dan 
apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut 
sehingga mendapat efesiensi yang lebih benar.11 
Sebelum terlalu jauh kembali ditekankan bahwa istilah pengawasan 
biasanya digunakan untuk menunjuk kepada apa yang hendak dicapai oleh 
pengawasan. Dapat di tarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah setiap 
usaha atau tindakan serta kegiatan untuk mengukur sejauh mana 




1. Pengertian Perizinan 
Izin (Verguning) adalah suatu persutujuan dari penguasa berdasarkan 
undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu 
menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-
undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau 
pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.12 Sebelum menyampaikan 
beberapa pengertian izin dari para ahli terlebih dulu dikemukakan istilah lain 
                                                          
11 Ibid., hal. 23 
12 Adrian Sutedi, op, cit. hlm.167-165. 
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yang banyak memiliki kesejajaran dengan izin yaitu dispensasi, konsesi, dan 
lisensi.13 
Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yan membebaskan 
suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang meolak perbuatan tersebut. 
Dispensasi bertujuan unuk menembus rintangan yang sebetulnya secara 
normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelanggaran 
dalam hal khusus. 
Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk 
menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan 
suatu izin yang memperkenankan seseorang unuk menjalankan suatu 
perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.  
Konsesi merupakan suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan 
yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga 
sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah 
diberikan hak penyelenggaraannya kepada pemegang izin (konsesionaris) 
yang bukan pejabat pemerintah. Sesudah mengetahui pengertian 
dispensasi,konsesi dan lisensi  di bawah ini akan di sampaikan beberapa 
difenisi izin menurut para ahli.14 
a. Ateng Syafruddin menyatakan bahwa : 
                                                          
13 Mr.J.B Ten Berge J.M. Pengantar Hukum Perizinan. Yuridika. Jakarta, hal 2. 




“izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal ini dilarang 
menjadi boleh, atau sebagai peniadaan ketentuan larangan umum 
dalam peristiwa konkret”. 
b. Sjachran Basah menyatakan bahwa: 
“izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang 
mengaplikasikan peraturan dalm hal konkret berdasarkan 
persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan 
peraturan perundang-undangan”. 
c. E. Utrecht menyatakan bahwa: 
“Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, 
tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara 
yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan 
administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut 
bersifat suatu izin (vergunning)”. 
d. Bagir Manan menyatakan bahwa:  
“izin dalm arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa 
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh 
melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum 
dilarang”. 
N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti 
luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumenyang paling 
banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin 
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sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin 
ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau 
peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari 
ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan 
memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk 
melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini 
menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepetingan umum 
mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas, dari 
penegertian izin.15 
Sedangkan izin dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada 
suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat 
undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk 
menhalangi keadaan-keadaan buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-
tindakan yang oleh pembuat undang-undangt idak seluruhnya dianggap 
tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan 
sekadarnya. Hal yang pokok paada izin ( dalam arti sempit) ialah bahwa 
suatu tindakan yang dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar 
dalam ketentuan-ketentuan yang di sangkutkan dengan perkenan dapat 
dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi 
persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-
                                                          
15 N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge, Pengamar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipu M.Hadjon. 
Yundika. Surabaya, 1993, Hal. 2-3. 
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keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang 
diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam 
ketentuan-ketentuan).16 
Berdasarkan pemaparan pendapat para pakar tersebut , dapat 
disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu 
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa 
konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada 
beberapa unsur dalam perizinan yaitu, instrumen yuridis, peraturan 
perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, dan prosedur dan 
persyaratan.17 
2. Sifat Izin 
Pada Dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha 
negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat 
sebagai berikut :18 
a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara 
yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta 
organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang 
besar dalam memutuskan pemberian izin. 
b. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara 
yang penerbitannya terikat pada atuan dan hukum tertulis dan tidak 
                                                          
16 Ibid.  
17 Ridwan HR, op. Cit, hal. 201-202 
18 Adrian Sutedi, op. Cit, hal. 173-175 
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tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya 
dan wewenangnya tergantung pada kadar  sejauh mana peraturan 
perundang-undangan mengaturnya,19 
c. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya 
mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang 
bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat 
yang memberi anugerah kepada yang bersangkutan. 
d. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya 
mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-
ketentuan yang berkaitan kepadanya. Di samping itu izin yang 
berisifat memberatkan merupakan pula izin yang memberi beban 
kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya. 
e. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-
tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya 
relatif pendek, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB), yang hanya 
berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan 
selesai didirikan. 
f.  Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut 
tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif 
                                                          




lama, misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan 
lingkungan. 
g. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada 
sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. Misalnya izin mengemudi 
(SIM). 
h. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung 
pada sifat dan objek izin.  
3. Fungsi dan Tujuan Izin 
Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi 
penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan 
agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk 
kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga 
ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.20 
Adapun mengenai fungsi perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan 
konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan 
keragaman pula dari fungsi izin ini, yang secara umum dapat disebutkan 
sebagai berikut:21 
a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas-aktivitas 
tertentu, misalnya izin pembangunan. 
b. Mencegah bahaya bagi linkungan (izin-izin lingkungan). 
                                                          
20 Adrian Sutedi, op. Cit, Hal. 193 
21 Sri Pudyatmiko Y. Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan. Grafindo. Jakarta. 2009, hal 25 
22 
 
c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin 
membongkar pada monumen-monumen) 
d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah 
padat penduduk) 
e. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktvitas-aktivitas 
(izin berdasarlan “drank en horecawet”. Dimana pengurus harus 
memenuhi syarat-syarat tertentu). 
Kegiatan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada intinya 
adalah untuk menciptakan kondisi bahwa kegiatan pembangunan sesuai 
peruntukan, di samping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam 
rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan. Lebih jauh lagi 
melalui sistem perizinan diharapkan dapat tercapainya tujuan tertentu di 
antaranya. 22 
a. Adanya suatu kepastian hukum 
b. Perlindungan kepentingan hukum  
c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan 
d. Pemerataan distribusi barang tetentu. 
Selaku instrumen pemerintah izin berfungsi sebagai ujung tombak 
instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang 
masyarakat. Selain itu fungsi dari perizinan fungsi izin adalah sebagai 
                                                          
22 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudraja. Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan 
Publik, (Bandung  : Nuansa, 2012), Hal. 94-95. 
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instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi 
warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu 
tujuan konkret.23 
Tujuan Pemerintah dapat di lihat dari dua sisi yaitu : 
a. Dari sisi pemerintah  
 Dari sisi pemerintah, tujuan pemberian izin itu adalah sebagai 
berikut: untuk melaksanakan peraturan apakah ketentuan-
ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai 
dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak, dan sekaligus 
untuk mengatur ketertiban. 
 Sebagai sumber pendapatan daerah, dengan adanya 
permohonan izin, maka secara langsung pendapatan 
pemerintah akan karena setiap izin yang dikeluarkan, 
pemohon harus retribusi yang tujuan akhirnya adalah untuk 
biaya pembangunan. 
4. Bentuk dan Isi Perizinan 
Unsur-unsur tertentu dapat ditemukan dalam hampir semua izin. 
Demikianlah dalam izin di nyatakan organ pemrinyahan mana yang 
memberikannya dan siapa yang memperoleh izin tersebut. Selanjutnya 
dinyatakan untuk apa izin diberikan dan alasan-alasan apa yang mendasari 
                                                          
23 Philipus hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, (Yuridika, Surabaya 1993), hal. 5 
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pemberiannya. Kalau izin diberikan dengan syarat, syarat-syarat ini di 
cantumkan pula dalam ketetapan perizinan. Sesuai dengan sifatnya, yang 
merupakan bagian dari keputusan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal 
sebagai berikut :24 
a. Organ yang berwewenang 
Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikan biasanya dari kepala 
surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang 
memberikan izin.  
b. Yang dialamatkan 
Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan, biasanya izin lahir 
setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan, oleh karena 
itu keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak 
yang memohon izin. 
c. Dictum 
Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastia hukum memuat 
uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan 
ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan 
dinamakan dictum, yang merupakan inti dari keputusan, memuat hak-
hak dan kewajiban yang dituju oleh keputusan itu. 
d. Ketentuan-ketentuan 
                                                          
24 Sri Pudyatmiko Y. Perizan, Op.cit, hal 35. 
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Pembatasan-pembatasan, dan syarat-syarat. Ketentuan ialah 
kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang 
menguntungkan. Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi, 
memungkinkan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan 
yang di bolehkan, pembatsan ini merujuk batas-batas dalam waktu, 
tempat, dan cara lain. Terdapat syarat, dengan menetapkan syarat 
akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu 
peristiwa dikemudian hari yang belum pasti, dapat dimuat syarat 
penghapusan dan syarat penangguhan. 
e. Pemberi alasan  
Pemberi alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan 
undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukm dan penepatan 
fakta. 
f. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan 
Pemberitahuan tambahan dapat beisi bahwa kepada yang 
dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan 
dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada 
ketidakpatuhan mungkin saja juga mrupakan petunjuk-petunjuk 
bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan-
permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ 
pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanannya sekarang 
atau di kemudian hari. 
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Dari uraian di atas jelas bahwa, inti dari regulasi dan deregulasi proses 
perizinan adalah pada tata cara dan prosedur perizinan. Untuk itu maka isi 
regulasi dan deregulasi haruslah memenuhi nilai-nilai : 
a. Sederhana. 
b. Jelas.  
c. Tidak melibatkan banyak pihak 
d. Menimalkan kontrak fisik antar pihak yang melayani dengan pihak 
yang dilayani. 
e. Memiliki prosedur operasional standar , dan wajib dikomunikasikan 
secara luas. 
Dibentuk suatu hubungan hukum tertentu. Dalam hubungan hukum ini 
oleh organ pemerintahan diciptakan hak-hak (izin) dan kewajiban-
kewajiban tertentu bagi yang berhak. 
5. Dasar hukum perizinan pada umumnya dan hiburan malam 
 Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. 
Pasal 1  
“usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan /atau 
jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan 
pariwisata.” 
 
Pasal 14  
(1) Usaa pariwisata meliputi, antara lain : 
a. Daya tarik wisata; 
b. Kawasan pariwisata; 
c. Jasa transportasi; 
d. Jasa perjalanan wisata; 
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e. Jasa makanan dan minuman; 
f. Penyediakan akomodasi; 
g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; 
h. Penyelenggaran perteman, perjalan insentif, konfrensi, dan 
pameran; 
i. Jasa informasi pariwisata; 
j. Jasa konsultan pariwisata; 
k. Wisata tirta; dan 
l. Spa 
(2) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Menteri. 
 
Pasal 15 
(1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 14, pengusaha pariwisata wajib 
mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran 




Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau 
kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan 
ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 15. 
 
Pasal 17 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan 
melindungi usaa mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang 
usaha pariwisata dengan cara : 
a. Membuat kebijakan percadanagan usaha pariwisata untuk usaha 
mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan 
b. Memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menega dan kopreasi 
engan usaa skala besar. 
 
 
Pasal 26  
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Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban : 
a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan 
nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; 
b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab; 
c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; 
d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan 
keselamatan wisatawan; 
e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan 
kegiatan yang berisiko tinggi; 
f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi 
setempat yang aling memerlukan, memperkuat, dan menguntngkan; 
g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk 
dalam negeri,dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja 
lokal; 
h.  Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melaluipelatihan dan 
pendidikan; 
i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program 
pemberdayaan masyarakat. 
j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggara 
kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan 
tempat usahanya; 
k. Memelihara lingkungan yang sehat; 
l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; 
m. Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha 
kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan 
n. Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi dengan 
ketentuan perundang-undangan. 
 
Pasal 63  (sanksi administratif) 
(1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 da/atau pasal 26 diknai 
sanksi administratif. 
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. Teguran tertulis; 
b. Pembatasankegiatan usaha; 
c. Pembekuan sementara kegiatan usaha. 
 
(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali, 
(4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dinekanakan kepada 
pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaiman dimaksud 
pada ayat (3). 
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(5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepda 
pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). 
 
 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
Pasal 9 
(3) Urusan pemerintah konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah 
pusat dan darag provinsi dan daerah kabupaten/kota. 
Pasal 11 
(1) Urusan pemerintahan konkuren senagaimana dimaksud dalam 
pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah trdiri atas 
urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahab pilihan. 
Pasal 12  
(3 )   urusan pemerint;ah pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 
ayat (1) meliputi : 










 Peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata nomor 
PM.91/HK.501/MKP/2010 Tentang tata cara pendaftaran usaha 
penyelengaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. 
Pasal 13 
Daftar usaha pariwisata berisi: 
a. Nomor pendaftaran usaha pariwisata ; 
b. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata; 
c. Nama pengusaha; 
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d. Alamat pengusaha; 
e. Nama pengrs badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk 
badan usaha; 
f. Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan atau rekreasi; 
g. Merek usaha apabila ada; 
h. Alamat penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; 
i. Nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila 
ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor 
kartu tanda penduduk untuk pengusaha atau perseorangan; 
j. Nama izin da nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen 
lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha; 
k. Keterangan apabila dikemudian hari terdapat pemutakhiran 
terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ketentan huruf a 
sampai dengan huruf j; dan 
l. Keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan 
sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali 
pendaftaran saha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran 
usaha pariwisata  
 
Pasal 14 
Daftar usaha pariwisata dibuat dalam bentk dokumen tertulis dan/atau 
dokumen elektronik. 
pengawasan  Pasal 22 
(1) Bupati, Walikota, dan / atau Gubernur melakukan pengawasan 
dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata. 
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi 
pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan 
kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha pariwisata. 
 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 
Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Tana Toraja Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan 
Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja  
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 Peraturan Bupati Tana Toraja nomor 21 tahun 2014 tentang pelimpahan 
kewenangan pelayanan peizinan dan non perizinan kepada kantor 
pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Tana Toraja  
Pasal 4 
(1) Melimpahkan kewenangan kepada kantor pelayaan perizinan 
terpadu dalam memproses informasi layanan perizinan dan non 
perizinan, pelayanan administrasu, penandatanganan dokumen 
perizinan dan non perizinan, penerbitan dokumen perizinan dan 
non perizinan, penanganan pengaduan masyarakat, pelaksanaan 
penilainan kinerja aparatur da indeks kepuasan masyarakat di 
lingkungan kantor pelayanan perizinan terpadu. 
(2) Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan non 
perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
1. Izin penelitian  
2. Izin lembaga pelatihan swasta 
3. Izin pengerahan tenaga kerja  
4. Surat keterangan pengumpulan barang dan uang 
5. Izin pendirian panti 
6. Izin usaha perikanan  
7. Izin rumah potong hewan 
8. Izin rumah potong unggas 
9. Izin ternak kecil 
10. Izin pembentukan koperasi 
11. Izin usaha simpan pinjam 
12. Izin penggilingan padi, huller dan penyosohan beras 
13. Izin pendirian kios sapodi (pupuk dan obat-obatan) 
14. Izin penampungan kayu terdaftar 
15.  Izin pemanfaatan kayu rakyat 
16. Izin usaha hasil hutan bukan kayu/getah pinus 
17. Izin pemanfaatan hasil hutan 
18. Izin perjalanan wisata 
19. Izin penyedian akomodasi 
20. Izin usaha daya tarik wisata 
21. Izin usaha hiburan 
22. Izin kawasan pariwisata 
23. Izin operasional sekolah 
24. Izin pendirian lembaga pendidikan non formal 
25. Izin gangguan/ surat izin tempat usaha 
26. Izin tempat penjualan minuman beralkohol  
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27. Izin mendirikan angunan 
28. Tanda daftar perusahaan 
29. Izin usaha perdagangan 
30. Surat izin usaha perdaganagan minuman beralkohol 
31. Tanda daftar industri 
32. Izin usaha pertambangan rakyat 
33. Izin usaha pertambangan rakyat 
34. Izin usaha produksi 
35. Izin penggunaan air pemukaan 
36. Izin trayek/kartu pengawasan 
37. Izin usaha angkutan 
38. Izin insidentil 
39. Surat keterangan pemasangan kaca film 
40. Izzin pendirian menara komunikasi 
41. Izin usaha intrnet 
42. Izin usaha jasa konstruksi 
43. Izin reklame 
44. Izin operasional rumah sakit 
45. Izin laboratorium klinik 
46. Izin praktek bidan 
47. Izin praktek dokter 
48. Izin praktek bersama 
49. Izin refraksionis optisen 
50. Izin pengobatan tradisional 
51. Izin praktk isioterapi 
52. Izin kerja radiografer 
53. Izin kerja perawat 
54. Izin tenaga teknis kefarmasian 
55. Izin praktekapoteker 
56. Izin terdaftar depot air minum 
57. Izin klinik 
58. Izin penyelenggaraanoptikal 
59. Izin toko obat 
60.  Izin apotek 
Pasal 8 
Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non 
perizinan yang telah di terbitkan menjadi kewenangan satuan kerja perangkat 




 Peraturan Derah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2012 
Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 
Pasal 5  
(1) Dengan nama retribusi izin ganguan dipungut tertibusi atas pemebrian 
izin gangguan. 
(2) Objek retribusi izin gangguan adalah pemeberian izin tempat 
usaha/kegiatan kepapa orang pribadi atau badan yang dapat 
menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan. 
Termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usahaa secara 
terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, 
keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban 
lingkungan dan, memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. 
(3) Penentuan jenis objek retribusi izin gangguan sebagaimana pada ayat 
(2) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. 
(4) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah 
dan atau pemerintah daerah.  
 
D. Penegakan Hukum  
hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau 
konsep tentang,keadilan, kebenaran dan kemanfaatan sosial dan 
sebagainya. Kandungan hukum itu bersifat abstrak. Menurut Satijipto 
Rahardjo sebagaimana di kutip oleh Ridwan H.R, penegakan hukum pada 
hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep yang abstrak itu. 
Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi 
kenyataan.25 
                                                          
25 Ridwan HR, op.Cit hal. 229 
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Penegakan hukumn adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya 
atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman 
perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara.26 Masalah penegakan hukum merupakan 
masalah universal. Tiap Negara mengalaminya masing-masing, dengan 
falsafah dan caranya sendiri-sendiri,berusaha mewjudkan tegaknya hukum. 
Apabila masyarakat yang bersangkutan tidak memahami hakekat hkum yang 
menjadi pedoman , maka hal itu akan menghambat hukum dan disiplin 
hukum.27 
Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada 
kegiatan menyerasikan hubungan dan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam 
kaidah-kaidah yang mantap  dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran 
nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan 
kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis 
tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih 
konkret.28 
                                                          
26 Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, makalah dalam 
www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf,hal.1 
27 Soedjono, Penegakan Hukum dalam Sistem Pertahanan Sipil, Bandung : Karya Nusantara , 1978, 
hal.1 
28 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, cetakan kelima. 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004 hal.2 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono 
Soekanto adalah :29 
1. Faktor Hukum 
Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan , hal ini 
disebabkan oleh konsepsi keadilan merpakan suatu rumusan yang 
bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu 
prosedur yang telah ditentukan secara normatif. 
Justru itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya 
berdasar hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang 
kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka 
pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup 
law enforcement, namun juga peace maintenance, karena 
penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses 
penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang 
bertujuan untuk mencapai kedamaian. 
2. Faktor Penegak Hukum 
Fungsi hukum, mentalitas ata kepribdian petugas penegak hukum 
memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi 
kualitas petugas kurang baik, ada masalah, oleh karena itu salah 




satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 
atau kepribadian penegak hukum. 
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak 
dan perangkat keras, salah sat contoh perangkat lunak adalah 
pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini 
cenderng pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam 
banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, 
diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam 
tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang 
kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi di 
anggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula 
bahwa  tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan 
banyak. 
4. Faktor Masyarakat  
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 
mencapai kedamaian di dalam masyarakat . setiap warga 
masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran 
hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu 
kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau, kurang. Adanya derajat 
kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah 
satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. 
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5. Faktor Kebudayaan  
Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering 
membicaraka soal kebudayaan. Kebudayaan menurut soerjono 
soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan 
masyarakat. Yaitu mengatur manusia agar manusia dapat mengerti 
bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan 
sikapnya kalau mereka berhubungan drngan orang lain. Dengan 
demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilakuan 
yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, 
dan apa yang dilarang. 
E. Hiburan  
1. Pengertian hiburan 
Pengertian hiburan menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 
Ketentuan umum pasal 1 
“hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan / atau 
keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran”. 
2. Pengertian Hiburan Malam 
Pengertian hiburan malam menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan 
Pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 Tentang tata cara pendaftaran 
usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah : 
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“Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas 
bersantai dan melantai diiringi musik  dan cahaya lampu dengan atau tanpa 
parmuria”. 
3. Jenis-jenis hiburan malam 
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 
PM.91/HK.501/MKP/2010 Tentang tata cara pendaftaran usaha 
penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi 
Pada pasal 3  
(6) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 
meliputi sub-jenis usaha : 
a. Kelab malam; 
b. Diskotik; 
c. Pub; dan 
d. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan 











A. Tipe Penelitian 
Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum empiris , 
dengan bentuk deskriptif analisis yaitu dengan mengurai, menjelaskan, 
dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dari hasil 
penelitian dan dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan 
serta penelitian lapangan. 
Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara 
langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung 
penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan 
dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan 
beberapa responden yang di anggap  memberikan informasi mengenai 
pelaksanaan penegakan hukum tersebut.30  
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan di lakukan di pelayanan terpadu satu pintu 
Kabupaten Tana Toraja, Dinas Pariwisata kabupaten Tana Toraja, 
Satpol PP. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena pelayanan 
terpadu satu pintu Kabupaten Tana Toraja adalah   yang memiliki 
wewenang untuk mengeluarkan izin usaha tempat hiburan. 
 
                                                          
30 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta. Jakarta. 1983, Hal. 78 
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C. Jenis Data 
1. Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh dari keterangan/fakta 
langsung di lapangan yaitu data yang diperoleh penulis dari lokasi 
penelitian yang telah disebutkan di atas. 
2. Data Sekunder 
Data yang tidak diperoleh secara langsung, yaitu data yang 
diperoleh dari keterangan atau fakta-fakta yang ada dan secara tidak 
langsung melalui bahan-bahan dokumen berupa peraturan perundang-
undangan, buku kepustakaan dan sebagainya.  
D. Sumber Data 
Sumber data merupakan tempat dimana data dari penelitian dapat 
diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data 
primer dan sumber data sekunder yang terdiri atas : 
1. Sumber Data Primer  
Pihak yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam 
penelitian ini pihak yang terkait yaitu : kantor pelayanan terpadu satu 
pintu kabupaten tana toraja dan penyelenggara usaha tempat hiburan. 
2. Sumber Data Sekunder  
Merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan 
hukum primer dan dapat membantu memahami dan menganalisis 
bahan hukum primer, terdiri dari : 
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a. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini  
 Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang 
kepariwisataan  
 Peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata nomor 
PM.91/HK.501/MKP/2010 Tentang tata cara pendaftaran 
usaha penyelengaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. 
 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 12 tahun 
2013 tentang penyelengaraan pelayanan perizinan dan 
non perizinan terpadu satu pintu pada pemerintah 
daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
 Peraturan Bupati Tana Toraja nomor 21 tahun 2014 
tentang pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan 
dan non perizinan kepada kantor pelayanan perizinan 
terpadu Kabupaten Tana Toraja. 
b. Buku-buku ilmiah di bidang hukum terutama berkaitan dengan 
hukum administrasi negara dan perizinan. 
c. Makalah dan hasil-hasil para sarjana. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang di gunakan penulis di dalam 
penelitian ini yaitu : 
a. Studi Kepustakaan (library Research) 
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Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan 
bahan-bahan yang berupa dokumen-dokumen, buku-buku, 
atau bahan pustaka lainnya, yang menyangkut dengan obyek 
yang di teliti31 , dalam hal ini yang menyagkut penegakan 
hukum perizinan. 
b. Studi Lapangan (Field Research) 
Studi lapangan adalah mengumpulkan data yang di lakukan 
dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau 
objek penelitian.32 Dalam hal ini penulis melakukan 
pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau 
tanya jawab secara langsung dengan responden, yaitu pihak 




                                                          





HASIL DAN PEMBAHASAN 
1.  Pengawasan pemegang izin tempat hiburan malam di Kabupaten 
Tana Toraja 
Pengawasan tempat hiburan malam yang ada di kabupaten Tana Toraja 
dilakukan dengan beberapa instansi-instansi yang terkait yaitu dari pihak 
dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja, Satuan Polisi Pamong Praja, 
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Tetapi sebelum 
mendapatkan izin ada beberapa tahap yang  harus dipenuhi oleh pihak 
pembuka usaha hiburan malam yang di jelaskan oleh bapak Djunaedi selaku 
kepala seksi perizinan di Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Tana 
Toraja dalam wawancara yang dilakukan penulis ;33 
“sebelum terbit izin kami membuat tim teknis untuk meninjau apakah 
memenuhi syarat atau tidak diadakannya tempat hiburan malam itu, dan 
apabila sudah memenuhi syarat kami akan memberikan rekomendasi ke 
badan perizinan terpadu satu pintu untuk menerbitkan izin karena pada saat 
ini dinas pariwisata tidak menerbitkan izin. Kemudian tim teknis yang 
berperan penting dalam hal peninjauan adalah dari dinas kesehatan , dinas 
tata ruang selaku meninjau IMB, koperasi selaku meninjau halal atau 
tidaknya yang di suguhkan di tempat hiburan malam t, dan lingkungan hidup”.     
Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwiasataan 
  Pasal 14 
(1) Usaha pariwisata meliputi, antara lain : 
a. Daya tarik wisata; 
                                                          
33 Wawancara degan Bapak Djunaedi. Kepala seksi perizinan di Dinas Pariwisata dan kebudayaan 
Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 13 Januari 2017 
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b. Kawasan pariwisata; 
c. Jasa transportasi wisata; 
d. Jasa perjalanan wisata; 
e. Jasa makanan dan minuman; 
f. Penyediaan akomodasi; 
g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; 
h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konfrensi dan 
pameran; 
i. Jasa informasi pariwisata; 
j. Jasa konsulta pariwisata; 
k. Jasa pramuwisata; 
l. Wisata tirta; 
m. Spa. 
(2) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Menteri. 
  
Pasal 15 
(1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 14, pengusaha pariwisata wajib 
mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Menteri. 
Pasal 16 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau 
kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan 
ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 15. 
 
Dikemukakan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 
adalah dapat meninjau kembali apabila terdapat hal-hal yang tidak memenuhi 
syarat yang telah di tentukan. 
Kemudian menurut bapak Djunaedi hal-hal yang menjadi acuan dalam 
memberikan rekomendasi kepada pemilik usaha adalah peraturan menteri 
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kebudayaan dan pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 Tentang tata 
cara pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi34 
“yang menjadi acuan dalam kami memberikan rekomendasi Cuma 
berdasarkan peraturan menteri nomor 91 tidak ada yang lain dikarenakan 
peraturan daerah atau perda mengenai hiburan malam ini sendiri tidak ada. 
Dan penerbitan izin tidak dilakukan lagi disini semenjak terbentuknya kantor 
pelayanan terpadu satu pintu”. 
Adapun tahapan yang mesti dilakukan adalah pada  peraturan menteri 
kebudayaan dan pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 
Pasal 7 
Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup: 
a. Permohonan pendaftaran usaha pariwisata; 
b. Pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata; 
c. Pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata; 
d. Penerbitan tanda daftar usaha parwisata; dan 
e. Pemutakhiran daftar usaha pariwisata 
Pasal 9 
(1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh 
pengusaha. 
(2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan 
dokumen;  
a. Fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha 
penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagai maksud 
dan beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang 
berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk 
pengusaha perseorangan ; dan 
b. Fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
dengan memperhatikan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi 
                                                          




atau salinan yang telah dilegalisasir sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan 
dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat 
(2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta. 
 
Dengan adanya tahapan ini membantu dari pihak dinas pariwisata untuk 
menentukan syarat-syarat rekomendasi sebelum di terbitkannya izin, tetapi 
tidak dari dinas pariwisata saja yang memberikan rekomendasi tetapi ada 
beberapa pihak yaitu dinas kesehatan, dan dinas tata ruang. Adapun yang di 
tinjau dari pihak dinas pariwisata adalah fasilitas-fasiltas yang ada di 
sediakan oleh pihak pengusaha tempat hiburan malam itu apakah sudah 
memenuhi standar atau belum memenuhi standar, kemudian akan diberikan 
rekomendasi dari dinas pariwisata, tetapi izin tidak dapat terbit apabila 
rekomendasi hanya dari pihak dinas pariwisata saja, tetapi harus lengkap 
rekomendasi dari pihak-pihak terkait atau instansi-instansi terkait. 
Setelah peninjauan ke lokasi dan telah mendapatkan rekomendasi dari 
dinas pariwisata  dilanjutkan ke kantor PTSP untuk masalah penerbitan surat 
izin akan di limpahkan kepada kantor pelayanan terpadu satu pintu.  Setelah 
memenuhi syarat dari kantor pelayanan terpadu satu pintu maka penerbitan 
izin akan di proses lebih lanjut. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi 
oleh pemilik usaha dari kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu adalah: 
i. Foto copy identitas penduduk yang masih berlaku; 
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ii. Foto copy NPWP; 
iii. Foto copy izin mendirikan bangunan (IMB) 
iv. Izin lingkungan  
v. Pas foto 3 x 4 (jml disesuaikan dengan permohonan) 
vi. Foto copy BPJS ketenagakerjaan/kesehatan 
vii. Foto copy surat perjanjian sewa menyewa (apabila tempat usaha 
menyewa/kontrak). 
Sebelum pihak PTSP yang berwewenang menerbitkan izin usaha pihak 
dinas Paiwisata yang terlebih dahulu yang menerbitkan izin tersebut, tetapi 
semenjak adanya instansi-instansi lain yang kemudian bergabung dalam hal 
peninjauan  maka pernerbitan izin di terbitkan di PTSP dan pada saat di 
pariwisata masyarakat yang menerbitkan izin tidak dipungut biaya apapun 
karena adanya peraturan menteri mengenai hal itu tetapi di kantor PTSP 
dipungut biaya. 
Pada Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 21 Tahun 2014 tentang 
pelimpahan kewenangan pelayanan peizinan dan non perizinan kepada 
kantor pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Tana Toraja, menyebutkan 
adanya retribusi  
Pasal 7 
(1) Kantor pelayanan perizinan perizinan terpadu wajib memungut 
pendapatan dari setiap perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan 
berdasarkan kajian/rekomendasitim teknis satuan kerja perangkat 
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daerah atau instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Hasil pemungutan pendapatan atas pelayanan perizinan dan non 
perizinan menjadi target dan realisasi pendapatan satuan kerja 
perangkat daerah atau instansi terkait menurut bidang dan jenis 
perizinan dan non perizinan; 
(3) Kantor pelayanan perizinan terpadu wajib menyetor setiap penerimaan 
pendapatan atas perizinan dan perizinan kepada bendahara umum 
daerah dan menyampaikan laporan realisasi setiap bulannya kepada 
Bupati dan satuan krja perangkat daerah atau instansi terkait. 
Dengan adanya hal ini maka dapat dipastikan peraturan Bupati Tana 
Toraja Ini melanggar peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata yang 
menyatakan tidak adanya pungutan biaya apapun, maka dari itu peraturan 
Bupati ini melanggar peraturan yang lebih tinggi. 
Menurut bapak Dikson selaku kepala seksi penerbitan izin Di Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja,  
“selama di terbitkannya kantor pelayanan terpadu satu pintu yaitu dari tahun 
2015 sampai saat ini kami tidak pernah mengeluarkan izin cafe-cafe 
sekaligus tempat hiburan malam karena itu adalah kebijakan dari bupati. Dan 
apabila ada dari pihak yang izinnya sudah kadaluarsa kami tetap tidak 
memberikan perpanjangan izin karena kebijakan bapak bupati, tetapi kami 
belum tau apa kebijakan bupati yang baru.” 
Dengan adanya kebijakan dari Bupati Tana Toraja yang melarang izin 
cafe-cafe sekaligus  tempat hiburan malam  dibutuhkan pihak-pihak 
pemerintah untuk mengawasi apakah banyak pengusaha-pengusaha yang 
menjalankan usaha cafe-cafe sekaligus tempat hiburan malam tanpa 
mengunakan izin, karena pengawasan merupakan proses pengamatan pada 
pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua 
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pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. 
Pengawasan merupakan suatu hal yang tidak boleh dikesampingkan oleh 
pemerintah yang telah mengeluarkan izin-izin terkait cafe-cafe atau hiburan 
malam ini. Selain itu pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala 
sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dengan 
instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah 
digariskan, yaitu menunjukkan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-
kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulang 
kembali. 
Pengawasan bukan semata-mata hanya melihat satu aspek saja  tetapi 
juga melihat setiap izin yang menyangkut tempat hiburan malam apakah 
telah sesuai dengan izin yang dikeluarkan sebelumnya atau terjadi hal-hal 
yang tidak sesuai dengan izin. Maka dari itu perlu adanya pengawasan yang 
ketat agar dapat melihat kesuaian antara izin yang telah dikeluarkan dengan 
fakta yang terjadi di lapangan. 
Dan salah satu instansi yang berperan sangat penting dalam 
mengawasi jalannya izin tempat hiburan malam adalah Satuan Polisi 
Pamong praja atau Satpol PP.  Pengawasan represif yang dilakukan oleh 
Satuan Polisi Pamong Praja  yang dalam hal ini rutin melaksanakan 
pengawasan terhadap tempat hiburan malam atau pemeriksaan terhadap 
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pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan 
sebagainya. 
Berdasarkan wawancara dengan Pak John suba Nura’, SE. Selaku 
Sekretaris Satpol PP dan damkar Kabupaten Tana Toraja  mengatakan:35 
“ dalam mengawasi tempat hiburan malam atau cafe-cafe kami tidak 
pernah turun sendiri melainkan kami turun terpadu, maksudnya kami ada 
beberapa pihak yang menjalankan pengawasan bukan hanya dari satpol pp 
tetapi dari pihak BNN, Dinas Sosial, TNI, dan Polri “ 
Jumlah tempat hiburan malam yang memiliki izin secara lengkap Cuma 
ada 6 yang terletak di berbagai kawasan kabupaten Tana Toraja, tetapi tidak 
menutup kemungkinan adanya cafe-cafe atau tempat hiburan malam yang 
belum memiliki izin sama sekali, wawancara dengan salah satu staf satpol PP 
yang berpengalan dalam melakukan inspeksi cafe-cafe atau tempat hiburan 
malam yaitu bapak Tandi sussa :36 
“ di kabupaten Tana Toraja memiliki cafe-cafe plus tempat hiburan 
malam yang jumlahnya ada 6, itu yang terdaftar dan sering kami kunjungi 
untuk inspeksi, tetapi ada juga tempat-tempat yang tidak terdaftar dan itu 
tetap kami lakukan tindakan, tetapi kami tidak selalu melakukan inspeksi. 
Kami hanya melakukan teguran langsung terhadap cafe-cafe yang 
menjalankan aktivitas di malam hari tanpa adanya izin, kemudian dalam 
setahun terakhir ini kami melaukan inspeksi kurang lebih 11 kali inspeksi 
tetapi kami tidak terfokus pada cafe-cafe atau tempat hiburan malam saja tapi 
kami juga keliling ke kos-kos. Dan paling sering kami lakukan inspeksi itu paa 
saat sebelum dan sesudah bulan ramadhan”. 
                                                          
35 wawancara dengan Pak John suba Nura’, SE. Selaku Sekretaris Satpol PP dan damkar, 
pada tanggal 12 Januari 2017 
36 Wawancara dengan pak Tandi Sussa, Staf Satpol PP Kab. Tana Toraja, pada tanggal 16  Januari 2017 
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Pelaksanaan inspeksi yang hanya dilakukan 11 kali dalam setahun di 
rasa masih kurang dikarenakan masih banyak tempat-tempat yang tidak 
terjangkau sama sekali, sehingga memungkinkan cela-cela dari pengusaha 
cafe melakukan pelanggaran-pelanggaran. 
Faktor penyelenggara usaha tempat hiburan malam ini memang 
menetukan tegaknya hukum dalam hal perizinan, jika para pengusaha sadar 
akan tertibnya dalam menjalankan aturan, maka dengan sendirinya 
pengawsan dan penegakan aturan usaha tempat hiburan malam akan 
berjalan dengan lebih baik. Hal ini memang merupakan suatu kondisi ideal 
yang diharapkan oleh semua pihak, yang pada kenyataannya memang 
menghadapi banyak tantangan untuk di wujudkan. Namun disinilah 
pemerintah Kabupaten Tana Toraja memegang peranan penting dalam 
mewujudkan masyarakat dan penyelenggara usaha yang sadar hukum. 
Secara umum, beberapa jenis pelanggaran penyelenggraan usaha 
hiburan malam atau cafe yang sering di temui beberapa tahun belakangan ini 
antara lain :37 
a. Ditemukan obat-obatan terlarang pada tempat usaha hiburan 
malam atau cafe 
                                                          
37 Wawancara dengan pak Tandi Sussa, Staf Satpol PP Kab. Tana Toraja, pada tanggal 16  Januari 2017 
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b. Tempat usaha hiburan malam yang buka menjelang/ sesudah 
hari raya keagamaan  
c. Tempat usaha yang melanggar jam operasional yang di 
tentukan melewati jam 01.00 WITA 
Jumlah pelanggaran usaha tempat hiburan malam masih banyak di 
temukan walaupun tempat hiburan malam yang  ada di kabupaten Tana 
Toraja hanya berjumlah 6 tetapi tetap saja banyak pelanggaran-pelanggaran. 
Hal ini  bisa di sebabkan oleh beberapa hal, mulai dari proses pemberian izin 
yang kurang baik, pengawasan usaha yang tidak optimal oleh pemerintah 
sehingga memicunya pelanggaran misalnya saja pertambahan fasilitas yang 
di daftarkan di awal dengan kenyataan pada saat ini berbeda yang tidak 
sesuai oleh rekomendasi dari dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja.  
Dalam menjalankan pengawasan satpol PP terfokus pada masa berlaku 
izin yaitu izin usaha dan juga jam operasional yang biasanya melewati 
ketentuan yang ada, hanya saja perda yang mengatur hal ini tidak ada maka 
dari itu  dari pihak satpol PP memberikan waktu operasional hanya 
menentukan sendiri yaitu hanya pada umumnya tutup jam 01.00. lewat  dari 
itu maka akan di tutup dibuktikan dengan  wawancara dengan Pak John suba 
Nura’, SE. Selaku Sekretaris Satpol PP dan damkar ;38 
                                                          
38 wawancara dengan Pak John suba Nura’, SE. Selaku Sekretaris Satpol PP dan damkar, 
pada tanggal 12 Januari 2017 
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“karena tidak adanya perda khusus mengenai hal ini maka kami 
mengambil keputusan sendiri, yaitu jam operasional hanya sampai jam 1 
malam saja, karena kami menganggap apabila lewat dari itu maka itu sudah 
menganggu masyarakat lainnya” 
Bukan hanya masalah jam operasional saja yang bermasalah tetapi 
kurangnya jadwal pengawsan, jadi pihak satpol PP tidak menutup 
kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran izin yang terjadi. Jadi di 
harapkan bukan hanya dari pemerintah saja yang bisa menjalankan 
pengawsan tetapi masyarakat sekitar pun dapat mengawasi,tidak mesti dari 
pemerintah saja, misalnya saja melihat apakah masih ada kegiatan  di atas 
jam operasional yang sudah di tentukan, tetapi yang mesti di ingat 
masyarakat tidak bisa bertindak sendiri melainkan melaporkan kepada pihak 
yang berwewenang dalam menertibkan tempat hiburan malam ini.  
Tempat hiburan malam di kabupaten Tana Toraja tidak dalam kawasan 
sendiri melainkan di dalam kafe-kafe yang sudah di ketahui masyarakat kalau 
di dalamnya bukan hanya sekedar kafe biasa melainkan ada aktivitas 
lainnya. Karena kafe pada umumnya sudah buka jam 09.00 pagi atau jam 
10.00 pagi, tetapi kafe-kafe di Tana Toraja di buka hanya pada malam hari 
saja dan kesannya sangat tertutup dan gelap, jadi seakan-akan itu bukan 
kafe untuk masyarakat umum bisa menikmati.  
Apalagi di tambah dengan tidak adanya peraturan daerah megenai izin 
usaha  maka sangat sulit untuk menentang pertumbuhan tempat hiburan 
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malam. Maka dari itu di butuhkan peran aktif pemerintah dalam menjalankan 
tugas mengawasi dalam hal perizinan tempat hiburan malam. Pak Djunaedi 
selaku kepala seksi perizinanan di dinas pariwisata kabupaten Tana Toraja 
menyatakan bahwa :39 
“kami setelah memberikan rekomendasi izin kepada kantor pelayanan 
terpadu satu pintu kami tidak lepas tangan, tetapi kami juga turut mengawasi, 
dan setiap minggu itu kami di jadwalkan mengadakan pertemuan tetapi pihak 
dari PTSP tidak menjalankan dengan baik” 
Dengan demikian bahwa tidak adanya koordinasi antar instansi satu 
dengan instansi lainnya dalam hal pengawsan izin usaha ini. Maka dari itu 
banyaknya pelanggaran izin maka fungsi izin dalam menertibkan masyarakat 
tidak berjalan dengan baik. Jika pemerintahnya saja tidak menjalankan tugas 
dan menjalankan koordinasi dengan instansi-instansi terkait maka 
pelanggaran-pelanggaran yang berulang akan terus terjadi seperti pada 
penyelenggaraan usaha tempat hiburan malam di kabupaten Tana Toraja 
dan akibatnya perizinan tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. 
2. Faktor-faktor penghambat dalam pengawasan pemegang izin 
tempat hiburan malam di Kabupaten Tana Toraja  
Pengawasan tempat hiburan malam ini menjadi tugas bersama antara 
dari dinas pariwisata, satpol PP tetapi dari pIhak Bupati sendiri juga harus 
melakukan pengaawasan terhadap hiburan malam ini seperti di nyatakan 
                                                          
39 Wawancara dengan pak Djunaedi selaku kepala seksi perizinan di dinas pariwisata dan kebudayaan 
kab. Tana Toraja, pada tanggal 16 Januari 2017 
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dalam peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata nomor : 
PM91/HK.501/MKP/2010 :  
Pasal 22 
(1) Bupati, Walikota, dan/atau Gubernur melakukan pengawasan dalam 
rangka pendaftaran usaha pariwisata 
(2) Pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat meliputi 
pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan 
kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata  
Sudah sangat jelas bahwa bupati dapat turun langsung untuk mengawasi izin 
apakah sudah sesuai atau tidak, dan dapat ditindak lanjuti apabila di temukan 
pelanggaran-pelanggaran. Banyak faktor-faktor yang menjadikan 
penghambat dalam melakukan pengawasan. Dalam pengamatan penulis ada 
beberapa faktor utama  yang menjadi penghambat dalam melakukan 
pengawasan, yaitu : 
a. Tidak adanya peraturan daerah yang mengatur penyelenggaran usaha 
pariwisata , dalam hal ini usaha hiburan malam. 
b. Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dalam 
melakukan pengawasan  
c. Tidak adanya parsitipasi dari pemilik usaha 
d. Dari satpol PP kurangnya personil dan transportasi yang memadai 
Faktor yang pertama adalah faktor tidak adanya perda mengenai izin 
usaha hiburan malam ini, dari berbagai pihak yang diteliti oleh penulis 
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mereka beranggapan sama tidak adanya perda maka pihak-pihak yang 
mengawasi akan sulit, misalnya saja tidak adanya aturan yang jelas 
mengenai jam operasioanal, yang seahrusnya dapat di jelaskan dalam perda, 
kemudian sangat di butuhkan perda karena apabila cuma berpedoman 
dengan peraturan menteri maka itu tidak sejalan dengan kebutuhan di daerah 
masing-masing dalam hal ini kabupaten Tana Toraja,  dan lebih jelas 
instansi-instansi manakah yang berperan penting dalam hal melaksanakan 
pengawasan tergadap izin  usaha hiburan malam selain satpol PP, dengan 
demikian diharapkan dengan adanya perda ini maka pelanggaran-
pelanggaran tidak terjadi lagi. 
Faktor kedua adalah kurangnya koordinasi antara instansi-instansi 
terkait mengenai pengawasan izin usaha hiburan malam,   saling 
berkoordinasi antara instansi-instansi tekait kiranya sangat dibutuhkan baik 
dalam proses pelayanan izin tersebut sampai dengan pengawasan usaha 
tempat hiburan malam itu sendiri, karena dengan adanya koordinasi satu 
sama lain maka kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan pelanggran-
pelanggaran yang dapat di timbulakan bisa di kurangi, akan tetapi 
kenyataannya tidak seperti itu, dalam hal pengawasan hanya pihak satpol PP 
saja yang di anggap sangat berperan penting dalam hal pengawasan usaha 
tempat hiburan malam ini, tetapi bisa saja ada pihak-pihak yang sama 
pentingnya untuk melaksanakan pengawasan dengan demikian di butuhkan 
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aturan-aturan yang mengatur siapa saja kah yang berperan penting dalam 
melaksanakan pengawasan ini, sehingga tidak adanya saling mengharapkan. 
Faktor ketiga adalah kurangnya partisipasi maupun respon dari 
masyarakat dalam hal pendaftaran maupun perpanjangan izin usaha di dinas 
pariwisata, para pemilik usaha kebanyakan acuh dengan tindakan-tindakan 
dari dinas pariwisata padahal dinas pariwisata telah memfasilitasi untuk 
menunjukkan syarat-syarat yang akan di penuhi dan akan di tinjau kembali 
setelah berkas sudah siap dan tidak di pungut biaya sama sekali, tetapi 
kenyataannya para pemilik usaha masih saja tidak merespon langkah-
langkah dari pihak dinas pariwisata dan alasan-alasan para pemilik usaha ini 
rata-rata mengatakan tetap saja akan di pungut biaya apabila sudah 
dilimpahkan ke kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, ada juga 
mengatakan sibuk sehingga tidak dapat melengkapi berkas-berkas yang 
harus dipenuhi.  
Faktor keempat adalah dari pihak satpol PP yang menyatakan 
hambatan paling besar adalah kurangnya personil yang jaga, sehingga dalam 
satu malam tidak dapat melaksanakan inspeksi di setiap tempat hiburan 
malam, hambatan selanjutnya adalah kurangnya transportasi yang memadai, 
kurangnya kendaraan dinas sehingga sangat menyulitkan apabila ada 






Setelah melakukan penelitian ini, pnulis dapat menarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Pengawasan izin tempat hiburan malam di Kabupaten Tana Toraja 
sudah berjalan cukup baik dimana untuk mendapatkan izin usaha 
hiburan malam atau cafe-cafe mengaharuskan memiliki izin yang 
awalnya di terbitkan di Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja 
dan pada saat ini mengharuskan memiliki izin yang di keluarkan 
oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kabupaten 
Tana Toraja setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas 
Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja . pengawasan 
terhadap penyelenggaraan usaha cafe-cafe atau hiburan malam 
dilakukan oleh dinas pariwisata itu sendiri dan dari Satpol PP 
Kabupaten Tana Toraja. Meskipun begitu, masih saja terdapat 
pelanggaran-pelanggaran dan terkesan rumit dalam 
memperpanjang izin usaha bagi pemohon. 
2. Faktor-faktor penghambat dalam pengawasan pelaksanaan izin 
Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Tana Toraja, yaitu : 
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a. Tidak adanya peraturan daerah yang mengatur 
penyelenggaran usaha pariwisata , dalam hal ini usaha 
hiburan malam. 
b. Kurangnya koordinasi antara pihak dinas Pariwisata 
Kabupaten Tana Toraja, pihak Kantor Pelayanan perizinan 
satu pintu dan Satpol PP dalam melakukan pengawasan  
c. Kurangya Partisipasi masyarakat dalam proses perpanjangan 
izin usaha  
d.  Kurangnya sarana dan prasarana  
B. Saran  
1. Untuk Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang memiliki 
wewenang dalam melakukan pengawasan  sebaiknya melakukan 
Pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap para pemilik usaha, 
bukan saja pemilik usaha yang sudah terdaftar izinnya melainkan 
yang juga belum memiliki izin,  pengawasan di lapangan harus 
lebih sering dilakukan dan Pengawasan harus dilaksanakan agar 
proses penegakan hukum di Kabupaten Tana Toraja berjalan 
dengan efektif. 
2. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam 
melaksanakan pengawasan harus berdasarkan aturan daerah 
dengan demikian diharapkan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja 
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dan juga DPRD kabupaten Tana Toraja selaku yang menerbitkan 
Peraturan daerah maka diharapkan agar Peraturan Daerah tentang 
izin usaha segera di terbitkan, karena hal ini sangat di butuhkan 





















Adrian Sutedi, hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, 
(Jakarta:Sinar Grafika, 2015.  
Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudraja. Hukum Administrasi Negara 
Dan Kebijakan Pelayanan Publik, (Bandung  : Nuansa, 2012) 
Mr.J.B Ten Berge J.M. Pengantar Hukum Perizinan. Yuridika. Jakarta 
N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge, Pengamar Hukum Perizinan, disunting 
oleh Philipus M.Hadjon. Yundika. Surabaya, 1993 
Prajudi Atmosudirdjo. Sistem Penyelenggaraan pemerintah. Gramedia. 
Surabaya. 2010 
Philipus hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, (Yuridika, Surabaya 1993) 
Philipus Hadjon. Et Al. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta 
: Gajah Mada University. 1993 
Pudyatmiko Y. Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan. Grafindo. 
Jakarta. 2009 
Prins, W.F, Dan R. Kosim Adisapoetra. 1983. Pengantar Hukum Ilmu 
Administrasi Negara. Jakarta : Pradnya Paramita. 
Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo 
Persada. Jakarta edisi revisi 2014, 




Utrecht, Pengantar dalam hukum Indonesia, (Jakarta, Universitas Sumatera 
Utara, Ichtiar, 1957), 
Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, 1993, Aspek Hukum Pengawasan Melekat 
Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, PT.RINEKA CIPTA 
INTERNET 
http://jelajahtoraja.blogspot.co.id/2014/05/lovely-desember-toraja_24.html,  




Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan 
Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi       
daerah 
Peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata nomor : 
PM.91/HK.501.MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha 
penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi 
 
 
 
